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<b>ABSTRAK</b><br>

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya
kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena
para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya
persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan
menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian |apangan, didapatkan kesimpulan
bahwa pencabutan ijin usaha terhadap usaha patungan oleh pemerintah seringkali didahului oleh adanya
suatu sengketa dimana dalam sengketa itu pihak asing dikalahkan sehingga menimbulkan keragu-raguan
bagi pihak asing untuk menanamkan modalnyadi Indonesia. Dan sebagai suatu bentuk usaha yang
didalamnya terdapat unsur asingnya, maka hubungan-hubungan hukum dalam usaha patungan itu termasuk
dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Segi Hukum Perdata I nternasional yang menonjol dalam suatu
usaha patungan adalah masalah mengenai hukum yang berlaku hubungan-hubungan mereka serta masalah
pilihan apabilaterjadi suatu sengketa antara para pihak bagi hukum Bahwa kebebasan para pihak untuk
memilih hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan mereka dalam suatu usaha patungan dibatasi oleh
adanya kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa dari suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan
dengan memilih hukum negaralain. Adapun untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing
diharuskan tunduk pada UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing serta peraturan-peraturan
pel aksanaanya yang merupakan kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa'. Sedangkan untuk pilihan
forum, para pihak tetap bebas dalam menentukan forum yang akan menyel esaikan sengketa yang timbul
antara mereka.
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